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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG

KEPEGAWAIANDILINGKUNGANINSTITUTTEKNoI0GISEPULUHNoPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOI.,OGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang a. bahwa Peraturan Relrtor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor

2 Tahun 2Ol7 terrtaaLg Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi

Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2O20 tentang

Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teloologi Sepuluh

Nopember Nomor 2 Tahun 2017, perlu menyesuaikan kebutuhan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi

Sepuluh Nopember tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Kepegawaian di lingiungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut

Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5723);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor O7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Telorologi Sepuluh Nopember

Nomor 0l Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

4. Keputusan Majelis WaIi Amanat Institut Telorologi Sepuluh

Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2Ol9-2O24;
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5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi

Sepuluh Nopember sebagaitnsn4 diubah dengan Peraturan Rel'tor

Institut Telorologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2O2O tentang

Perubaharr Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Nomor 2 Tahun 2017;

6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24

Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dal Tata Kerja Institut Teknologi

Sepuluh Nopember;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25

Tahun 2O19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di

Lingkungan lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Rektor Institut Telmologi Sepuluh Nopember Nomor 26

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut'

Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor ll
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di

Lingtungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT

TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG

KEPEGAWAIAN DI UNGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER

PASAL I

BeberapaketentuandalamPeraturanRektorlnstitutTeknologiSepuluhNopember
Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Tel'mologi Sepuluh

Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor lnstitut Teknologi sepuluh

Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Relrtor Institut

TeknologiSepuluhNopemberNomor2Tahun20lT,diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

Ketentuan pada Pasal 1 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagar

berikut,
1. Institut Telmologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah

perguman tinggi negeri badan hukum'

2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai

landasal penJrusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS'

3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan

ITS.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Iodonesia yalrg memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian Pusat untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
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5. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai NonPNS

atau NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang

secara adrninistratif terdaftar sebagai pegawai yang dianglat dan

diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan diserahi tugas

baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.

6. Dosen Tetap NonPNS adalah pendidik profesional d6n iltnus,ran dengan tugas

utama mentransformasikaan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat yang telah diangkat melalui Keputusan Relrtor'

7. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai dengan

tugas utama sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS

yang telah dianglat melalui keputusan Rektor.

8. Tenaga Kependidikan Tidal Tetap NonPNS adalah pegawai dengan tugas

utarna sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tilrgg di ITS yang

bekerja dalarn jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian ke{a'

9. Pegawai Kontrak Fungsional selanjutnya disebut PKF adalah Tenaga

Kependidikan Tidak Tetap NonPNS yang menduduki jabatan fungsional level

awal dalam jangka waktu tertenhr, untuk tugas-tugas inti dari organisasi.

10. Pegawai Konhak F\rngsional Ahli selanjutnya disebut PKF Ahli adalah tenaga

kependidikantidaktetapNonPNSyangmendudukijabatanfungsionallevel
lanjut datam jangka waktu tertentu, untuk tugas-tugas inti dari organisasi'

terutama untuk tugas yang dipekerjakan karena keahlian dan pengal"tttan'

11. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS

berdasarkan pe{anjian kerja yang melaksanakan pekerjaan inti dari

organisasi dan mendapatkan besaran upah dihitung berdasarkan jam kerja

yang dilaksanakan.

12. Tenaga Magang adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS berasal

dari pelajar dan mahasiswa yang berlatih bekerja di ITS' sebagai proses

penerapan pengetahuan atau komPetensi dari dunia pendidikan ke dunia

kerja secara langsung rlim6la pemagang dapat memahami sistem dunia

ke{a.
13. Pengalrtrtan Hubungan Kerja selanjutnya disebut PHK adalah berakhirnya

hubungan kerja antara pegawai NonPNS dengan ITS yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewaj iban kedua belah pihak yang disebabkan karena

alasan-a-Iasan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Rektor ini'

14. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari ITS kepada pegawai

NonPNS berdasarkan peraturan ITS yang berlaku sebagai akibat adanya

pemutusan hubungan kerj a.

15. Prestasi Kerja Pegawai NonPNS adalah kemampuan seorang pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan sehingga memperoleh hasil kerja yang dapat diukur

menurut mutu, jumlah, walrhr dan biaya yang ditetapkan' serta kemampuan

seora,ng pegawai untuk dapat mempengarutri lingkungan kerjanya guna

peningkatan produktivitas dan efi siensi'

16. Pangkat Ruang adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang

pegawai dalam rangt<aiEln susunan kepegawaian dan digu'nakan sebagai

dasar Penggajian.
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17. Gaji adalah kompensasi finansial yang telah diterima oleh pegawai pada

setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan atau kepangkatan yang

berlaku di ITS.

18. Tfrnjangan adalah kompensasi fnansial yang diberikan kepada pegawai

NonPNS berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang

besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19. Insentif Kinerja adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai

sesuai hasil penilaian kinerjaaya berdasarkan keputusal ITS guna

menumbuhkembangkan motivasi kerja dan keteladanan di lingkungan

ke{anya.
20.lJang kmbur adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai

golongan I, golongan II, dan golongan III yang bekerja di luar waktu j""' kerja

yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

21. Uang Makan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada Pegawai

berdasarkanatasjumlahkehadirarrbekerjayangbesarnyasesuaidengan
ketentuan yang berlaku.

22. Perabtran adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat

ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib ITS'

23. HariKerja adalah kegiatan kerja sesuai dengan ketentuan yan berlaku di ITS

24. Ke4a Lembur adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai atas

dasar perintah atasan yang melebihi jam yang ditetapkan atau pada hari

istirahat mingguan dan pada hari libur resmi/nasional'

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, setelah ayat (4) Pasal 2 ditarnbahkan

8 (delapan) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8)' ayat (9)' ayat (10)' ayat

( I 1 ) , dan ayat (l2l sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pegawai ITS terdiri atas:

a. Dosen; dan

6. lgnaga Kependidikan.

(2) Status Pegawai ITS sebagaioana dirn3[sud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PNS; dan

b. NonPNS.

(3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Dosen TetaP NonPNS;

b. Dosen Tidak TetaP NonPNS;

c. Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS; dan

d. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS'

(4) Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b'

terdiri atas:

a. Dosen Tidak Tetap dengan Nomor lnduk Dosen Khusus;

b. Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Urut Pendidik; dan

c. Dosen Ajun.
(5) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf d, terdiri atas:

a. Tenaga Kontrak;
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b. Tenaga Magang;

c. Pegawai Kontrak Fungsional; dan

d. Pegawai Kontrak Fungsional Ahli.
(6) PNS sebagaimana rlirnaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor induk

pegawai yang selanjutnya disingtat NIP, yang ditetapkan oleh Badan

Kepegawaian Negara.

(7) Dosen Tetap NonPNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS sebagaimana

rlrmaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c memiliki nomor pokok pegawai

yang selanjutnya disingkat NPP.

(8) Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki

nomor pokok pegawai yang selanjutnya disingkat NPP.

(9) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)hurufadanhurufbmemilikinomorregistrasiberdasarkannomor
perjanjian ket'a.

(lo)Tenaga Kependidikan Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)hurufcdanhurufdmemi.Iikinomorpokokpegawaiyangselanjutnya
disingkat NPP.

(ll)Sistem manajemen Dosen Tidak Tetap NonPNS sebagaimana dirnaksud pada

ayat (3) huruf b diatur dalam peraturan Rektor'

(12)SistemmanajemenTenagaKependidikanfidakTetapNonPNSsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam peraturan Rektor'

3'Ketentualayat(1)danayat(3)Pasal8diubah,setelahayat(3)Pasal8ditambahkan
4 (empat) ayat, yaLni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 8

berbunyi 36!a gai berikut:

Bagisn Kedua

Penerimaan

)

Pasal 8

(1) Penerimaan pegawai dilakukan dengan prinsip nondislrriminasi' terbuka' tidak

membedakan suku, agaEa' ras' golongan, memperhatikan asas kesetaraan dan

keadilan gender serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi'

(2) Penerimaaa pegawai dilakukan tanpa adanya praktik kerja paksa' perbudakan'

pekerja anak dan perdagangan manusia'

(3) Penerimaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang

rekrutmen PNS.

(4) Penerimaan Dosen Tetap NonPNS dilakukan oleh ITS' melalui jalur:

a. Reguler; dan

b. Khusus.
(5) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS dilakukan melalui jalur:

a. Regu.ler;

b. Non reguler; dan

c. Alih Status.
(6) Peoerimaan Tenaga Kependidikan fidak Tetap NonPNS dilakukan melalui jalur:

a. Reguler; dan

b. Non reguler;



(7) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Dosen Tetap NonPNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dalam peraturan Rektor.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentarg penerimaan Dosen Tidak Tetap NonPNS, diatur
dalan peraturan Rektor,

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS

dan Tenaga Kependidkan Tidak Tetap NonPNS, sefuagairr'ana rlirnaksud pada

ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam peraturan Rektor.

4 Ketentuan pada Pasal 9 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerimaan

Pasal 9

Persyaratan rekruitmen jalur reguler adalah:

a. warga negata Indonesia;

b. berusia paling rendah 18 (delapal belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh
'lirna) 16trs1, atau berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun ba€l yang

berijazah doktor;

c. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk pelarnar yang

mempunyai kualiEkasi sebagai berikut:

l. memPunYai gelar:

a. Doli:tor;

b. Dokter dengan gelar spesialis 1 (satu) atau spesialis 2 (dua); atau

c. Dokter Gigi dengan gelar spesialis I (satu) atau spesialis 2 (dua)'

2. mempunyai pengalaman kerja tertentu atau pengalaman kerja minimal 5

(lima) tahun.
d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi yangbeijazah dolrtor dan

mempunyai pengalaman keda tertentu serta prestasi luar biasa'

e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap'

melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

f.tidakpemahdiberhentikandenganhormattidakataspermintaansendiriatau
tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengart

hormat sebagai Pegawai swasta;

tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri;

mempunyai pendidikan, kecakaPan, keahlian, dan keterampilan

diperlukan;
berkelakuan baik;

sehat jasmani dan rohani;

tidak sedang melaksanakan tugas belajar;

bebas narkotika, psikotropika, dart zat adiktif (NAPZA);

m. bagr pelamar dosen berpendidikan paling rendah Magister atau pendid'lkan

profesi tertentu;
lagi pelamar tenaga kePendidikan berpendidikan

Menengah Tingkat Atas atau sederajat; dan

karena

yalrg
g.

h.

i.
j.
k.
1
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o. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

5. Ketentuan ayat (2) Paset 24 ditambahkan 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 24 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Gaji dan tunjangan personal Qng for pe,s,orl sebagaimana dimaksud dal"m Pasal

23 ayat (2) meliputi:
a. gaji bulanan;
b. gaji ke-13;
c. tambahan Pengbasilan bulanan;

d. tambahan penglrasilan bulanan ke-13;

e. tambahan tunjangan tugas belajar; dan

f. tambahan tunjangan tugas belajar ke-13.

(2) trnjangan j abatsn, Qng Jor Psitian) selageimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) meliputi:
a. tunjangan jabatan struldrral;
b. tuajangan jabatan akademik;

c. tunjangan jabatan fungsional umum;

d. tunjangan jabatan fungsional tcrtentu;

e. tunjangan Profesi;
f. tunjangan kehormatan Profesor;

g. tunjangan kehormatan Relrtor; dan

h. tunjangan kehormatan Wakil Rektor'

(3) tnsentif kin eqa Qng for perfornanml sebagaimana dimaksud dnlern pa36l 23 ayat

(2) meliputi:
a. insentif kinerja individu;

b. insentif kinerja jabatan struktural;

c. insentif kinerja individu ke-13; dan

d. insentif kinerja jabatan struktural ke-13'

(4) Tunjangan lain-lain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

a. uang makan;

b. tunjangan Pangan;
c. tunjangan keluarga;

d. uang lembur;
e. tunjangan hari raYa;

f. tunjangan hari tua;
g. jatninsl pensiun;

h. jaminan kesehatan;

i. jaminan kecelakaan kerja
j. jaminan kematian; dan

k. tali asih.
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6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 32a dan Pasal

32b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32a

T\rnjangan kehormatan Rektor diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan

Relrtor.

Pasal 32b

Tunjangan kehormatan Wakil Rektor diberikan kepada dosen yang menduduki

jabatan Wakil Rektor.

7 Ketentuan ayat (21 Pasal 43 dilakukan Perubahan, sehingga Pasal 43 berbunyi

sebagai berikut:

BAB Ix
CUTI

Bagian Kesatu

Jenis Cuti

Pasal 43

(1) Pegawai berhak mendapatkan cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri atas:

a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti melahirkan;
d. cuti karena alasan Penting;
e. cuti besar;

f. cuti bersartta; dan

g. cuti diluar tanggungan ITS.

Ketentuan ayat (21dan ayat (4) Pasal'14 diubah, ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal

44dihapus,menambahkanayat(7)Pasal44,sehinggaPasal44berbunyisebagai
berikut:

8

(1)

(2t

(5) Dihapus.
(6) DihaPus.

(3)

(4)

Pasal 44

PNS berhak atas cuti tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap yang telah bekerja paling kurang I

(satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan' hak atas cuti

tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja'

Dihapus.
NonPNS tetap atau calon NonPNS tetap yang akan mengambil cuti tahunan

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung'
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9

(71 Ketentuan lebih lanjut cuti tal.unan untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam

peraturan Rektor.

Ketentuan ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 45 diubah,

menambahkan ayat (8) Pasal 45, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(l) PNS berhak atas cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(21 NonPNS tetaP berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan NonPNS tetap yang

bersangtutan harus meng{ukan permintaan secara tertulis kepada atasan

langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik dalam negeri

maupun luar negeri yang merniliki izin praktek yang dikeluarkan oleh

pej abat/ instansi yang berwenang'

(3) Surat keterangan doker sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti' dan

keterangan lain Yang diPerlukan.

(4) Hak atas cuti sakit sebagaimana rtimaksud pada ayat (2) diberikan untuk

waktu paling larna 1 (satu) tahun.

(s) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah

untuk paling lama 6 (enarn) bulan apabila diperlukan' berdasarkan surat

keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh ITS'

NonPNS tetaP yang tidak sembuh dari penyakitnya dalo"' jalgka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5)' harus diuji kembali-

kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh ITS'

Apabila berdasarkan hasit pengujian kesehatan sebagaimana rlirnakgud pada

ayat (6) NonPNS tetap belum sembuh dari penyakitnya' NonPNS tetap yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit'

Ketentuan cuti sakit untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan

Rektor.

(6)

(7t

(8)

lo.DiantaraPasal45denganPasal46disisipkanl(satu)Pasal,yaituPasal45a
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45a

(l) NonPNS tetap yang mengal^mi gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling

lama llk (satu setengah) bulan.

(2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana airaksud pada ayat (1)'

NonPNS tetaP yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada

atasan langsung, dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan'

(3) Ketentuan cuti karena gugur kandungan untuk nonPNS tidak tetap diatur

dala:n peraturan Rektor.
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11 Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat l4l, dan ayat (5) Pasal 46 diubah, menambahkan

ayat (6) dan ayat (7) Pasal 46, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(f) PNS berhak atas cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Untuk kelahiran anak pertama sar',pai dengan anak kelahtan anak ketiga'

calon NonPNS tetaP dan NonPNS tetap berhak atas cuti melahirkan.

(3) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada ca.lon NonPNS tetap

dan NonPNS tetap diberikan cuti besar.

(4) lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaf (21

adalah 3 (tiga) bulan.
(5) Setiap NonPNS tetap darr calon NonPNS tetap yang akan menggunakan hak

atas cuti melahtkan harus mengajukan permintaan cuti melahirkan secara.

tertulis kepada atasannya disertai surat keterangan dokter'

(6) Selatna menggunakan hak atas cuti melahirkan, NonPNS tetap dan calon

NonPNS tetap berhak menerima penghasilan'

(7) Ketentuan cuti melahirkan untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam peraturan

Rektor.

72. Pasal 47 diubah sehingg a Pasat 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) PNS berhak mendapatkan cuti alasan penting sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
(2) NonPNS tetap berhak mendapatkan cuti alasan penting'

(3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah

karena:
a. pemikahan NonPNS tetap, diberikan cuti selama 3 (tiga) hari;

b. pemikahan anak sah NonPNS tetap diberikan cuti selama 2 (dua) hari;

c. istri sah NonPNS tetap melahirkan atau keguguran kandungan' diberikan

cuti selama 2 (dua) hari;

d. khitanan/pembaptisan anak sah NonPNS tetap' diberikan cuti selama 2

(dua) hari;
kematian suami/istri, anak, orang tua NonPNS tetap, diberikan cuti selama

e

2 (dua) hari; dan

f. kematian mertua, saudara kandung, menantu diberikan cuti selama 2 (dua)

hari;

C. dihaPus.
(4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting' NonPNS tetap yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti alasan penting kepada

atasannya dengan menyebutkan alasannya'
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13. Diantara Pasal 47 dengan Pasal 48 ditambahkall 4 (empat) Bagian dan disisipkan 5

(lima) Pasal, yaitu Pasal 47a, Pasal 47b, Pasal 47c, Pasal 47d darr Pasal 47e

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Cuti Besar

Pasal47a
(1) PNS berhak atas cuti besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(21 NonPNS tetap yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-

menerus berhak memperoleh cuti b€sar paling lama 3 (tiga) bulan'

(3) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan

bagi NonPNS tetap yang masa kerjanya belum 5 (tima) tahun, untuk

kepentingan agama.

(4) NonPNS tetap yang menggunakan hak atas cuti besar, tidak berhak atas cuti

tahunan dalar" tahun yang bersangkutan.

(5) Untuk mendapatkal hak atas cuti besar, NonPNS tetap yang bersangkutan

mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung

selanjutnya diteruskal secara be{enjang kepada Wakil Rektor

membidangi sumber daYa manusia.

Hak cuti besar dapat ditangguhkan Penggunaannya oleh pejabat

yang

yang

yang
(6)

berwenang memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama I (satu) tahun

e.pabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama'

Bagian Ketujuh
Cuti Bersama

Pasal 47b

(1) PNS berhak atas cuti bersarna sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(21 Cuti bersoma NonPNS tetap dan calon NonPNS tetap mengikuti ketentuan

Pemerintah.
(3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi cuti

t4l

tahunan.
NonPNS tetap yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti

bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama

yang tidak diberikan.

Ketentuan cuti bers"ma untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam Peraturan

Rektor.

(s)

Bagian KedelaPan

Cuti Di Luar Tanggungan ITS

Pasal 47c

(l) PNS berhak atas cuti di luar tanggungan ITS sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

ll



(2) NonPNS tetap yang telah bekerja paling singkat 5 [ima) tahun secara terus-

menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar

tanggungan ITS.

(3) Cuti di luar tanggunga! ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(a) Jangka walfir cuti di luar tanggungan ITS sebagair'61a dimaksud pada ayat (3)

dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang

penting untuk memPerPanj angtYa.

(5) Alasan pribadi dan mendesak sebagairn4l4 dimaksud pada ayat (2) antara lain

sebagai berikut:
a. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di

dztam /lsar negeri;

b. Mendampingi suarni/istri bekerja di dalam/luar negeri;

c. Menjalani prog:^rn untuk mendapatkan keturunan;

d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;

e. Mendampingi suami /istri /anak yalrrg memerlukan perawatan khusus;

dan/atau
f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur'

Untuk mendapatkan hak atas cuti di luar tanggungan ITS, NonPNS tetap yang

bersangkutan Eengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung

yang selanjutnya diteruskarr secara berjenjang kepada Wakil Rektor yang

membidangi sumber daYa manusia'

Cuti di luar tanggungan ITS mengakibatkan NonPNS tetaP yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannYa.

permohonan cuti di luar tanggunSan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat ditolak.
(9) Selama menjalankan cuti di luar tanggunga! ITS, NonPNS tetap yang

(6)

(71

(8)

bersangkutan tidak diberikan penghasilan '

(10) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan ITS tidak diperhitungkan sebagai

masa kerja NonPNS tetaP.

Pasal 47d

t2

(f) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS wajib melaporkan

diri kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia secara

tertulis paling lama I (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar

tanggungan ITS.

(2) NonPNS tetap yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu

paling lana 1 (satu) bulan sebagaimana rlitnaksud pada ayat (1)' diberhentikan

dengan hormat sebagai NonPNS tetap'

(3) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS tidak berhak

menuntut untuk dapat mengisi kembali jabatannya'

(4) NonPNS tetap setelah menjalani cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana

r{imaksud pada ayat (3), yang dalam jangla walrtu 6 (enam) bulan tidak dapat

disalurkan pada jabatan baru akan diberhentikan dengan hormat sebagai

NonPNS tetaP.

(5) Sela'na dalam jangta waktu 6 (ena'n) bulan sebagaimana dinaksud pada ayat

(4) NonPNS tetaP yang bersangkutan tidak berhak diberikan penghasilan'



Bagrarr Kesembilan

Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan dan Menolak Cuti

Pasal 47e

( 1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti, terdii atas:

a. Wakil Relctor yang membidangi sumber daya manusia, untuk cuti di luar

tanggungan ftS dan cuti besar;

b. Dekan di lingkungan Fakultas atau Sekolah, untuk cuti tahunan, cuti

sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang di4iukan oleh NonPNS

tetap di lingkungan Fakultas atau Sekolah; dan

c. Direktur yang menyelenggarakan urusan sumber daya manusia, untuk cuti

tahunan, cuti salot, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang diajukan

oleh NonPNS tetap di lingkungan selain Fakultas atau Sekolah'

(2) Pejabat yang berwenang menolak cuti di luar tanggungan ITS sebagaimana

rlimaksud pada Pasal 47c ayal (8) adarah wakil Rektor membidangi urusan

sumber daya manusia.

14. Ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) diubah, menambah ayat (4) Pasal 56,

sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

BAE} XV

MASA PENUGASAN

Pasal 56

(1) PNS bertugas hingga mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturzrn

perundang-undangan.
(2) NonPNS tetap bertugas hingga mencapai batas usia pensiun'

(3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai

berikut:
a.TenagaKependidikanNonPNStetapadalah58(timapuluhdelapan)tahun;
b. Tenaga Kependidikan NonPNS tetap yang menduduki jabatan Kepala Biro

atau yang menduduki jabatan yang setara Jabatan Tinggi Prataoa adalah

58 dan dapat diperpanjang sampai dengan maksimal usia 6O (enam puluh)

tahun;
c. Tenaga Kependidikan NonPNS tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b'

dapat diperpanjang atas pertimbangan kebutuhan organisasi dan evaluasi

kinerja;
r1. Dosen NonPNS tetaP dengan jabatan fungsional sampai dengan Lektor

Kepala adalah 65 (ena'n puluh lima) tahun; dan

e. Dosen NonPNS tetap dengan jabatan fungsional Profesor adalah 70 (tujuh

puluh) tahun.
(4) Ketentuan batas usia pensiun untuk nonPNS tidak tetap diatur dalam

peraturan Rektor.
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15. Diantara Pasal 57 dengan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Bab, 4 (empat) Bagian dan

disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 57a, Pasal 57b, Pasal 57c, Pasal 57d, Pasal

57e, Pasal 57! Pasal 57g, Pasal 57h, Pasal 57i dan Pasal 57j sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB XVA

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57b

Rel<tor berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa

persiapan pensiun bagi NonPNS tetap'

Bagian Kedua

Prosedur Dan Persyaratan Dalern Penetapan Pemberian' Penolakan' Atau

Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 57c

(1)

(2t

(3)

NonPNS tetap yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan

dengan hormat sebagai NonPNS tetaP, dapat menyampaikan permohonan

masa persiaPan Pensiun.
permohonan masa persiapan pensiun sebaSaimana dimaksud pada ayat (l)

diusulkan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang

membidangi sumber daYa manusia'

Permohonan masa persiapan pensiun diajukan Paling lambat I (satu) bulan

sebelum menjalani masa persiapan pensiun'

Permohonan masa persiapan pensiun dibuat berdasarkan format yang

disediakan Direl<torat yang menyelenggarakan urusan sumber daya manusia'
(4)

t4

Pasal 57a

(1) NonPNS tetap yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan

dengan hormat sebagai NonPNS tetap, dapat mengambil masa persiapan

pensiun dan dibebaskan dari Jabatan NonPNS tetap'

(2) Masa persiapal pensiun sebagaimzl4 dirnaksud pada ayat (l) diberikan untuk

jangka waktu paling lama I (satu) tahun.

(3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) NonPNS

tetap yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan '

sebesar I (satu) kali penghasilan terakhir yang diterima'

(a) Dafam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak' permohonan masa

persiapan pensiun NonPNS tetap dapat ditolak atau ditangguhkan'



Bagian Ketiga

Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1

Penetapan Pemberian

Pasa-l 57d

Rektor menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan

penslun.

Pasal 57e

(l) Penetapan Pemberian masa persiap.rn pensiun yang diajukan oleh NonPNS

tetap dilakukan apabila:

a. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaal

pelanggaran disiPlin;

b. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan

karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

c. NonPNS tetap yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang

me4iadi tanggung jawab jabatannya; dan

d. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh

NonPNS tetaP Yang bersangkutan '

(2) Sebelum Relrtor menetapkan pemberian masa persiapan pensiun' Wakil Rektor

yang membidangi urusan sumber daya manusia atau Direlrtorat yang

menyelenggarakan urusa[ sumber daya manusia memastikan bahwa NonPNS

tetap yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:

a. tidak sedang dalem proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;

b. tidak sedang dalom proses peradilan karena diduga melakukan tindak

pidana kejahatan; dan

c. telah menYelesaikan Pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas

mendesak yang harus ditaksanakan oleh NonPNS tetap yang bersangkutan'

Paragral2
Penetapan Penolakan

Pasa-l 57f

Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh NonPNS tetap

dilakukan aPabila:

a. NonPNS tetap yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran

disiplin;
b. NonPNS tetap yang bersangkutan sedang dalarn proses peradilan karena diduga

melakukan tindak pidana kejahatan;

c. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat

dialihkan kepada pegawai lainnya sqrnpai dengan NonPNS tetap yang

ber sangkutan mencapai batas usia pensiun;

d. terdapat kepentingan dinas mendesak yarrg harus dilaksanakan oleh NonPNS

tetap yang bersangtutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau

e. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Rektor atau Wakil Rektor yang

membidangi sumber daYa manusia'
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Paragraf 3

Penetapan Penangguhan

Pasal 57g

(1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh NonPNS

tetap dilakukan apabila:

a. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan

pelanggaran disiPlin;
b. NonPNS tetap yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan

karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan

c. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan NonPNS tetap

yalg bersangkutan atau pekerjaan jabatan NonPNS tetap yang bersanglutan

dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, kecuali terdapat kepentingan dinas

mendesakyangharusdilaksanakanolehNonPNStetapyangbersangkutan
dan dapat diselesaikan dalam wat<tu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum

menjalantan masa persiapan pensiun.

(2) Penetapan penangguhan sebagaimana di'"aksud pada ayat (1) dan pemberian

masa persiapan pensiun dibuat dalam satu kePutusan'

Bagian KeemPat

HakDanKewajibanNonPNSTetapSelamaMenjalaniMasaPersiapanPensiun

Selama menjalani

Pasal 57i

masa persiapan Pensiun, NonPNS tetaP wajib memenuhi

panggilan kedinasan, meny"'tpaikan informasi yang terkait dengan kedinasan'

atau inasuk bekerja apabila diperlukan'

Paragraf 1

Penetapan Masa PersiaPan Pensiun

Pasal 57j

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal I pada bulan yang

bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun'

l6

Pasal 57h

(1) Selama menjalarri masa persiapan pensiun, NonPNS tetap mendapat uang masa

persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan NonPNS tetap

terakhir yang diterima.

(2) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan'

(3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun'

(4) Selain uang masa persiapan pensiun, NonPNS tetap diberikan hak kepegawaian

laionya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku'

(5) Selama menjalarri masa persiapan pensiun, NonPNS tetap dikenakan

pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku'

(6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun'



16. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan I (satu) Pasal, yaitu Pasal 67a, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67a
Pelaksanaan pemberian tunjangan kehounatan Rektor dan tunjangan kehormatan

Walil Rektor sebagairn4l4 rlirnaksud dala'n Pasal 24 ayat (2) huruf g dan huruf h
berlaku pada tangrqal I Agustus 2022.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2O21

REKTOR INSTITUT TEKNOIOGI SEPULI,JH
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